KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 413.1/39 TAHUN 2024
TENTANG

OPERASIONAL MOBIL SIAGA

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI,

a. bahwa dalam upayva meningkatkan pelayanan masyarakat
Desa Jungsemi dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan
fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya
fasilitas layanan siaga sehat Desa;

b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat
desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu
adanya fasilitas berupa Mobil Siaga Desa;

¢. bahwa untuk kelancaran operasional Mobil Siaga Desa perlu
ditetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1097);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah
Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11});

Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53};
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023
Nomor 5);

Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun
2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa
Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2};

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023
Nomor 2).

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaan
2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 6);
Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor
9);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Jungsemi
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa
Jungsemi Tahun 2024 Nomor 3};



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Ketentuan Operasional Penggunaan Mobil Siaga Desa adalah
sebagai berikut :

OPERASIONAL PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Biaya Operasional
No Tujuan — Keterangan
Bensin Sopir Jumlah

1. | Wilayah Wedung - - -

2. | Wilayah Jepara 75.000 75.000 150.000
3. | Wilayah Demak 75.000 75.000 150.000
4. | Wilayah Kudus 75.000 75.000 150.000

5. | Wilayah Semarang 150.000 100.000 | 250.000

Penggunaan mobil siaga luar wilayah nomor 1 s/d. 5

“: disesuaikan dengan jaraktempuh perjalanan.
7 Pengguna mobil siaga juga dibebankan biaya parkir, |
" | penyeberangan jalan dan tol. |
Penggunaan mobil siaga vang melebihi waktu 1 J2 :
3 (setengah) hari maka tambah biaya operasional 50.000
" | dan Jika sampai 1 hari maka tambah biaya operasional
100.000. }
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ‘ : Jungsemi
_54':45..-53._4‘. 26 Maret 2024
KEPALAERSA JUNGSEMI




